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   SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-       /BL/2007
TENTANG

PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN 

DI PASAR MODAL
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan pemodal diperlukan Konsultan Hukum yang independen, obyektif, dan profesional;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,  maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal;

	Mengingat
	:
	1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;


MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENDAFTARAN KONSULTAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL.


Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.B.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2
Konsultan Hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK  sebelum ditetapkannya Keputusan ini, namun:

a. belum diangkat sebagai Advokat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
b. belum menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; 

c. tidak berkedudukan sebagai rekan yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri dengan Pihak ketiga atas nama Kantor Konsultan Hukum; dan atau
d. Kantor Konsultan Hukum dimana Konsultan Hukum menjadi rekan belum memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu dalam melakukan uji tuntas hukum dan memberikan pendapat hukum,
wajib memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII.B.1 lampiran Keputusan ini, paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini.
Pasal 3

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam  Peraturan Bapepam Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
	Ditetapkan di
	:
	Jakarta

	pada tanggal
	:
	                  2007
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